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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas operasional SPPG Bengkol dalam pelaksanaan 
Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pada pengelolaan persediaan bahan baku dan 
pengendalian biaya operasional berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi 
lapangan dan wawancara dengan informan kunci yang terlibat dalam operasional SPPG. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa SPPG Bengkol telah menerapkan beberapa praktik pengendalian, 
seperti pembatasan kas kecil harian, penggunaan nota sebagai bukti transaksi, verifikasi 
purchase order oleh akuntan, penyusunan menu dan anggaran mingguan, evaluasi pemasok 
melalui mekanisme retur atau potong nota, serta koordinasi dengan sekolah dan Badan Gizi 
Nasional. Namun, sebagian pengendalian masih bersifat informal dan belum terdokumentasi 
secara memadai. Penilaian risiko, evaluasi pemasok, pencatatan stok, laporan monitoring, dan 
tindak lanjut masih perlu diperkuat. SPPG Bengkol dinilai cukup efektif, tetapi membutuhkan 
sistem pengendalian yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan. 
 
Kata kunci — akuntabilitas publik; efisiensi anggaran; makan bergizi gratis; pengendalian 
internal; sppg 
 

1. PENDAHULUAN 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam 
mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program 
ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk 
mengurangi kesenjangan sosial, mendukung capaian pembelajaran, dan menggerakkan ekosistem 
ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan [1], [2], [3]. Dalam konteks tersebut, Satuan 
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi unit pelaksana yang menentukan keberhasilan 
program pada tingkat operasional. 
Besarnya skala MBG menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan tata kelola yang transparan, 
efisien, dan akuntabel. Fenomena terbaru menunjukkan bahwa program ini menghadapi risiko 
tata kelola, mulai dari lemahnya pengawasan lintas aktor, potensi ketidakefisienan anggaran, 
hingga kebutuhan standardisasi operasional di tingkat dapur layanan [4], [5]. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari tersalurnya makanan kepada 
penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan unit layanan menjaga mutu bahan baku, kepatuhan 
prosedur, ketepatan biaya, serta ketersediaan bukti pertanggungjawaban. 
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Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025 menekankan penerapan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai proses integral yang dilakukan secara 
berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan, 
keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan. Lima unsur SPIP, 
yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, serta pemantauan, menjadi dasar untuk menilai apakah praktik operasional SPPG 
telah berjalan secara sistematis dan dapat dievaluasi. 
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas operasional dan 
efisiensi anggaran SPPG Bengkol dengan menitikberatkan pada pengelolaan persediaan bahan 
baku dan pengendalian biaya operasional. Originalitas penelitian terletak pada penggunaan 
perspektif pengendalian internal sektor publik untuk menilai praktik harian SPPG pada level unit 
layanan. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi praktis bagi pengelola SPPG dalam 
memperkuat tata kelola serta kontribusi akademik bagi pengembangan kajian akuntansi sektor 
publik dan vokasi [6]. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menelaah 
secara mendalam efektivitas operasional SPPG Bengkol. Objek penelitian dipahami melalui 
konsep situasi sosial yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas [7]. Tempat penelitian adalah 
dapur SPPG Bengkol; pelaku yang menjadi informan utama meliputi kepala SPPG dan akuntan 
unit; sedangkan aktivitas yang dikaji mencakup pengelolaan anggaran, pengadaan bahan baku, 
koordinasi logistik, pencatatan transaksi, dan pengawasan operasional harian. 
Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan 
pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian 
membutuhkan informasi dari pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan strategis terkait 
operasional SPPG. Pengumpulan informasi kemudian diperluas secara snowball sampling untuk 
memperoleh keterangan tambahan dari pihak terkait hingga informasi dinilai memadai [8]. 
Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap alur 
kerja dapur. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan terhadap 
lima unsur SPIP dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Analisis difokuskan 
pada kesesuaian praktik pengendalian, kelemahan yang masih muncul, dan kebutuhan penguatan 
dokumentasi agar pengelolaan persediaan serta biaya operasional dapat dipertanggungjawabkan 
secara lebih baik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Operasional SPPG Bengkol 

SPPG Bengkol merupakan unit pelaksana MBG yang melayani sekitar 3.800 penerima manfaat. 
Skala layanan ini menuntut unit untuk memastikan ketersediaan bahan baku, penyusunan menu, 
penganggaran, pemesanan kepada mitra atau pemasok, produksi makanan, distribusi, serta 
pertanggungjawaban biaya secara rutin. Dalam perspektif manajemen operasional, pengendalian 
dibutuhkan untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai tujuan, sumber daya digunakan secara 
efisien, dan penyimpangan dapat dicegah atau dikoreksi [9]. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa SPPG Bengkol telah memiliki sejumlah praktik 
pengendalian harian, antara lain pembatasan kas kecil sebesar Rp500.000 per hari, penggunaan 
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nota untuk pengeluaran di luar kas kecil, verifikasi purchase order oleh akuntan, mekanisme retur 
atau pemotongan nota atas bahan baku yang tidak sesuai, serta keterlibatan ahli gizi dalam 
penyusunan menu mingguan. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran pengendalian, meskipun 
belum seluruhnya dituangkan dalam dokumen formal. 

Tabel 1. Alokasi biaya per porsi pada SPPG Bengkol 

Jenis porsi Bahan baku Operasional Sewa/fasilitas 

Porsi kecil (Rp13.000) Rp8.000 Rp3.000 Rp2.000 

Porsi besar (Rp15.000) Rp10.000 Rp3.000 Rp2.000 

3.2 Analisis Berdasarkan Unsur SPIP 

Berdasarkan lima unsur SPIP, efektivitas operasional SPPG Bengkol dapat dinilai cukup baik 
karena terdapat pembagian tugas, pengendalian biaya berdasarkan pagu, pemeriksaan bahan 
baku, komunikasi dengan sekolah dan pemasok, serta tindakan korektif atas bahan yang tidak 
sesuai. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena beberapa pengendalian 
masih bersifat informal, reaktif, dan sangat bergantung pada individu tertentu. Ringkasan temuan 
disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Ringkasan evaluasi pengendalian internal SPPG Bengkol 

Unsur SPIP Praktik yang ditemukan Kebutuhan penguatan 

Lingkungan pengendalian Tugas akuntan, ahli gizi, 
asisten lapangan, dan kepala 
SPPG telah terbagi sesuai 
fungsi. 

SOP tertulis, uraian jabatan, 
kode etik, dan prosedur 
pengganti pegawai perlu 
diformalkan. 

Penilaian risiko Risiko bahan baku, selisih 
pesanan, keterbatasan 
anggaran, penerimaan 
sekolah, dan distribusi telah 
dikenali. 

Risk register, peta risiko, 
penilaian dampak-
kemungkinan, dan 
penanggung jawab risiko 
perlu disusun. 

Kegiatan pengendalian Kas kecil dibatasi, PO 
diverifikasi, nota digunakan, 
retur/potong nota diterapkan, 
dan pemasok dapat diganti. 

Buku kas kecil, kartu stok, 
laporan barang masuk-keluar, 
laporan retur, dan rekonsiliasi 
PO-nota perlu dibuat. 

Informasi dan komunikasi Koordinasi dilakukan antara 
ahli gizi, akuntan, sekolah, 
pemasok, dan BGN. 

Logbook operasional, arsip 
digital, format laporan 
harian, dan catatan keluhan 
pemasok/sekolah perlu 
diperkuat. 

Pemantauan Kepala SPPG s iaga, akuntan 
memeriksa PO, ahli gizi 
memantau kebutuhan bahan, 
dan pemasok bermasalah 
dievaluasi. 

Laporan monitoring berkala, 
evaluasi pemasok tertulis, 
laporan realisasi biaya, dan 
tindak lanjut temuan perlu 
didokumentasikan. 
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Pada unsur lingkungan pengendalian, pembagian fungsi menunjukkan adanya komitmen terhadap 
kompetensi. Ahli gizi menangani menu, akuntan mengelola anggaran dan administrasi, asisten 
lapangan mendata siswa, sedangkan kepala SPPG melakukan pengawasan umum. Pembagian ini 
mendukung prinsip bahwa fungsi teknis perlu dijalankan oleh pihak yang memiliki kemampuan 
memadai [10]. Meskipun demikian, mekanisme penggantian pegawai relawan yang masih 
informal dapat menimbulkan risiko apabila tidak disertai persetujuan, pencatatan, dan standar 
kompetensi. Pembagian tugas dan otorisasi yang jelas penting untuk mengurangi kesalahan serta 
penyalahgunaan kewenangan [11]. 
Pada unsur penilaian risiko, SPPG Bengkol telah mengenali risiko utama berupa kualitas bahan 
baku, ketidaksesuaian barang dengan pesanan, keterbatasan alokasi biaya, penerimaan sekolah 
terhadap program, kehadiran relawan, dan distribusi kepada penerima manfaat. Contoh risiko 
kualitas tampak pada bahan baku yang tidak sesuai standar, seperti ikan tuna yang menimbulkan 
keluhan dan tempe yang rusak. Respons unit berupa retur, pemotongan nota, atau penggantian 
pemasok menunjukkan adanya mitigasi. Namun, penilaian risiko masih bersifat praktis dan 
reaktif, padahal manajemen risiko seharusnya dilakukan melalui identifikasi, analisis, evaluasi, 
dan respons yang sistematis [12]. 
Pada unsur kegiatan pengendalian, pembatasan kas kecil dan verifikasi PO menunjukkan adanya 
kontrol atas kas dan pengadaan. Penganggaran juga dilakukan dengan memperhatikan pagu per 
porsi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Alur kerja ahli gizi-akuntan-pemasok 
memperlihatkan pemisahan fungsi sebelum transaksi dilakukan. Prinsip pemisahan fungsi penting 
agar satu pihak tidak menguasai seluruh tahapan transaksi dari otorisasi, pelaksanaan, pencatatan, 
hingga pengawasan [13]. Selain itu, keberadaan lima pemasok mengurangi ketergantungan pada 
satu pihak dan mendukung fleksibilitas ketika terjadi masalah kualitas atau keterlambatan 
pasokan [14]. 
Pada unsur informasi dan komunikasi, hubungan kerja antara ahli gizi, akuntan, sekolah, 
pemasok, dan BGN sudah berjalan untuk mendukung keputusan operasional. Data jumlah siswa 
menjadi dasar penentuan porsi, kebutuhan bahan baku, anggaran, dan distribusi. Komunikasi 
organisasi dibutuhkan agar pertukaran informasi mendukung koordinasi dan pencapaian tujuan 
[15]. Namun, perbedaan jam kerja antaraktor menimbulkan risiko hilangnya informasi apabila 
tidak tersedia logbook, arsip digital, dan laporan harian yang seragam. Sistem informasi yang baik 
harus menghasilkan data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat ditelusuri [16]. 
Pada unsur pemantauan, pengawasan harian dilakukan melalui keterlibatan kepala SPPG, 
pemeriksaan PO oleh akuntan, pemantauan kebutuhan bahan oleh ahli gizi, serta tindakan korektif 
terhadap pemasok bermasalah. Kendati demikian, pemantauan belum sepenuhnya memenuhi 
prinsip formal SPIP karena belum terlihat laporan monitoring berkala, evaluasi pemasok tertulis, 
laporan realisasi anggaran, maupun rencana tindak lanjut. Tanpa dokumentasi, unit akan sulit 
menunjukkan bahwa pengendalian berjalan konsisten dan dapat dievaluasi oleh pemangku 
kepentingan. 

3.3 Penilaian Efektivitas Operasional dan Efisiensi Anggaran 

Secara operasional, SPPG Bengkol dapat dinilai cukup efektif karena mampu menjalankan 
layanan harian bagi sekitar 3.800 penerima manfaat, mengelola lima pemasok, menyusun menu 
mingguan, mengendalikan biaya berdasarkan pagu, membatasi kas kecil, dan menerapkan bukti 
transaksi. Pada pengelolaan persediaan bahan baku, unit telah melakukan pengecekan barang, 
pemantauan stok mingguan untuk beras dan minyak, serta retur atau penggantian pemasok apabila 
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ditemukan masalah kualitas. Praktik ini menunjukkan bahwa pengendalian telah berjalan pada 
tingkat operasional. 
Namun, efektivitas tersebut perlu ditingkatkan agar lebih terdokumentasi, terukur, dan 
berkelanjutan. Kartu stok, berita acara penerimaan barang, laporan barang rusak, laporan retur, 
evaluasi pemasok, laporan realisasi biaya, dan rekonsiliasi kas kecil perlu disusun secara rutin. 
Penguatan ini penting karena kesalahan kecil dalam perhitungan bahan baku atau biaya dapat 
menyebabkan pemborosan, kekurangan porsi, penurunan kualitas layanan, dan lemahnya 
akuntabilitas anggaran publik. 
 

4. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG Bengkol telah memiliki praktik pengendalian 
operasional dalam pengelolaan bahan baku dan biaya, seperti pembagian tugas, pembatasan kas 
kecil, penggunaan nota, verifikasi PO, penyusunan menu dan anggaran, mekanisme retur, serta 
komunikasi dengan sekolah dan pemasok. Dengan praktik tersebut, SPPG Bengkol dapat dinilai 
cukup efektif dalam menjalankan operasional harian. Namun, jika dibandingkan dengan unsur 
SPIP dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2025, masih terdapat kesenjangan 
pada aspek dokumentasi, penilaian risiko, pencatatan stok, evaluasi pemasok, laporan monitoring, 
dan tindak lanjut formal. Oleh karena itu, SPPG Bengkol perlu memperkuat SOP, risk register, 
kartu stok, laporan realisasi biaya, logbook operasional, arsip digital, dan laporan pemantauan 
berkala. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan instrumen evaluasi kuantitatif untuk 
mengukur hubungan antara kualitas pengendalian internal, efisiensi biaya, dan mutu layanan 
MBG pada beberapa SPPG yang berbeda. 
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